ANALISIS FUNGSI HUKUM ADAT DALAM MELESTARIKAN BUDAYA DI DESA WISATA PENGLIPURAN BALI


Wulan Atma Putri1, Selvi Nurleli2, Ratih Nurleni3, Vira Vidiana4, Dini Tri Sa’diyyah5 Universitas Muhammadiyah Kotabumi
*Email : wulanatma2@gmail.com


ABSTRACT
This research aims to provide a deeper understanding and insight into the functions of customary law in the field of culture, particularly in Penglipuran, a well-known tourism village in Bali. The study analyzes how customary law operates and is implemented in Penglipuran, making the village an iconic representation of Bali Province. The findings indicate that customary law is applied effectively and is even formalized through provincial regulations, which strengthens community compliance with existing rules. Beyond shaping social life among local residents, the customary law also impacts Bali’s tourism ecosystem by attracting a significant number of visitors. Furthermore, Penglipuran has gained recognition both nationally and internationally, largely due to the preservation and enforcement of its customary law.
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ABSTRAK

[bookmark: _GoBack]Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan wawasan mengenai fungsi dari hukum adat dalam bidang kebudayaan khususnya di desa wisata Penglipuran Bali. Peneliti aini menganalisis bagaimana hukum adat bekerja dan diimplementasikan di Desa Penglipuran Bali sehingga desa tersebut menjadi iconic bagi provinsi Bali. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat diberlakukan dengan sangat baik bahkan tertuang pada erturan daerah Provinsi Bali sehingga masyarakat sangat menjaga aturan-aturan yang ada. Kemudian hukum adat yang berlaku selain memberikan efek pada keberlangsungan kehidupan bermayarakat warga setempat, tetapi berdampak pada ekosistem wisata Bali karena mendatangkan banyak wisatawan. Selai itu desa Penglipuran Bali sudah dikenal baik di kancah nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan adanya hukum adat yang berlaku.
Kata Kunci: Hukum Adat, Desa Penglipura Bali, Budaya. Adat, Religiusitas

PENDAHULUAN


2

Hukum sudah melekat dalam kehidupan kita sehari-hari terutama dalam bermasyarakat. Selain itu ada banyak sekali jenis dan fungsi dari hukum tersebut salah

satunya yaitu hukum adat. Kegiatan eksplorasi ke tempat wisata yaitu Desa Penglipuran yang berada di Bali memberikan pemahaman dan analisis yang kuat mengenai peran dari hukum

adat itu sendiri. Hukum adat merupakan satu kesatuan norma atau aturan yang tidak tertulis yang bertumbuh, hidup dan dilestarikan di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.
Hukum adat ini sendiri berbeda dengan hukum-hukum negara (hukum positif) dikarenakan hukum adat sendiri bersumber dari nilai-nilai budaya, kepercayaan local juga tradisi yang sudah di wariskan secara turun- temurun. Dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan cerminan dari pola piker ataupun pandangan hidup atau juga system sosial di Masyarakat setempat (Hilman, 2002). Berdasarkan definisi dari Cornelis Van Vollenhoven yang merupakan seorang antropolog dari Belanda yang dikenal karena karyanya tentang hukum adat, memberikan pemahaman bahwa hukum adat merupakan keseluruhan dari aturan juga tingkah laku yang telah berlaku di dalam Masyarakat dan mempunyai sanksi, akan tetapi hukum ini tidak tertulis melainkan bertumbuh dan berkembang dengan seiringnya waktu juga kehidupan di dalam Masyarakat setempat dan bersumber dari nilai sosial dan nilai-nilai tradisi setempat.
Snouck Hurgronje dalam karya A. Soehardi (1954) pada tahun 1893 telah memperkenalkan kata atau istilah hukum adat sebagai nama guna menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak tertulis atau tidak dinyatakan secara fisik atau tidak dikodifikasikan. Menurut Snouck Hurgrounje hukum adat itu sendiri dapat terlihat dari kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang bentuknya tidak tertulis.

Selain hukum adat tidak terkodifikasikan, namun hukum adat merupakan hukum yang kompleks dimana hukum ini mengandung beberapa sifat, yakni:
1. Hukum adat memiliki sifat yang tradisional
Dalam hal ini hukum adat berakar dari kebiasaan nenek moyang yang sangat mendewa-dewakan sebuah adat yang dianggap sebagai kehendak dari dewa-dewa. Maka dari itu hukum adat masih sangat berpegang teguh pada tradisi yang lama, maka hukum adat itu sendiri bersifat kekal.
2. Hukum adat bersifat berubah-ubah Maksud dari berubah-ubah yaitu bukan dengan menghapuskan hukum adat yang telah ada secara langsung atau tiba-tiba, akan tetapi berubah-ubah disini bermaksud bahwa hukum adat itu sendiri mengikuti kejadian atau hal-hal yang terjadi di kehidupan bermasyarakat.
3. Kesanggupan hukum adat untuk bisa menyesuaikan diri Maksudnya ialah hukum adat ini yang sudah ada sejak lama dan hidup dalam Masyarakat sewaktu- waktu	 bisa	menyesuaikan	diri dengan fenomena-fenomena yang ada,	keadaan	ini	bersifat menguntungkan bagi Masyarakat di Indonesia.

Berbicara mengenai hukum adat, maka eksplorasi tempat pada Desa Penglipuran yang berada di Bali sangat cocok untuk di analisis pada penelitian ini karena hukum adat masih sangat terjaga dan digunakan di desa tersebut.
Desa Penglipuran yang terletak di Kabupaten Bangli, Bali, dikenal sebagai desa adat yang berhasil mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini terlihat dari pengelolaan struktur sosial, pengaturan tata ruang, serta pelaksanaan tradisi budaya yang masih kuat di masyarakatnya. Desa Penglipuran merupakan desa adat yang terletak di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Desa ini berada pada ketinggian antara 500 hingga 625 meter dari permukaan laut, yang menjadikannya memiliki iklim sejuk dan lingkungan yang asri. Secara administratif, desa ini membentang seluas kurang lebih 112 hektar yang terdiri dari berbagai penggunaan lahan seperti pekarangan seluas sekitar 5,5 hektar, hutan bambu seluas 45 hektar, lahan pertanian sekitar 21,5 hektar, serta area yang tersisa berupa permukiman dan vegetasi hutan lainnya (Muliawan, 2017).
Nama "Penglipuran" memiliki beberapa makna etimologis, termasuk berasal dari kata 'Pengeling Pura' yang berarti tempat untuk mengenang leluhur, 'Penglipur Lara' yang diartikan sebagai tempat menghibur raja yang bersedih, serta 'Pangling Pura' yang merujuk pada tempat suci yang dilalui dalam perjalanan spiritual (Muliawan, 2017).
Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal yang sangat beragam. Kearifan lokal merupakan

warisan berupa nilai-nilai, norma, serta praktik- praktik yang telah berkembang dalam masyarakat dan diteruskan secara turun- temurun. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara manusia, lingkungan sekitar, dan aspek spiritual. Di Bali, yang dikenal sebagai daerah dengan budaya yang kuat, sistem desa adat memegang peranan penting dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokal tersebut (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013).
Salah satu keberhasilan yang dapat kita lihat dari bentuk pelestarian budaya dan kearifan local yaitu dari Desa Penglipuran yang terletak di Kecamatan Bangli. Dimana desa ini sangat dikenal baik secara nasional maupun internasional sebagai desa adat yang tetap mempertahankan stuktur tata ruang tradisional, nilai-nilai sosial dalam Masyarakat, juga kehidupan bermasyarakat yang berbau adat juga sangat religious.
Tata ruang di Desa Penglipuran disusun berdasarkan prinsip Tri Mandala yang membagi kawasan desa menjadi tiga bagian sesuai dengan tingkat kesuciannya: Utama Mandala sebagai zona paling suci, Madya Mandala yang merupakan area aktivitas sosial, dan Nista Mandala untuk fungsi ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya terlihat dalam penataan bangunan rumah tetapi juga mengatur keseluruhan pola ruang di desa sehingga mencerminkan nilai spiritual dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakatnya (Muliawan, 2017).

Seluruh aspek kehidupan di Desa Penglipuran berlandaskan filosofi Tri Hita Karana, yaitu menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan (parahyangan), hubungan antar sesama manusia (pawongan), serta hubungan manusia dengan lingkungan alam (palemahan). Masyarakat desa ini tidak hanya menerapkan nilai spiritual tersebut dalam kehidupan sehari- hari, tetapi juga menjunjung tinggi budaya kebersihan dan keteraturan yang telah menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Desa Penglipuran sempat mendapatkan penghargaan sebagai desa terbersih ketiga di dunia oleh Bombastic Magazine pada tahun 2018. Budaya bersih ini bukan hanya terlihat dari kondisi lingkungan fisik, tetapi juga terlihat dari kebiasaan warga dalam menjaga kebersihan pekarangan, merapikan susunan bangunan, serta disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya (Anita Zalfa, 2024).
Akan tetapi dibalik sebuah keberhasilan dari Desa Penglipuran, ada beberapa tantangan yang sering muncul dengan meningkatnya pengunjung atau wisatawan yang datang ke desa tersebut, ketergantungan pada ekonomi wisata dan perlahan lunturnya keterikatan kaum muda pada nilai-nilai adat yang ada disana telah menjadi ancaman yang sangat nyata dalam hal keberlanjutan kearifan lokal di desa tersebut.
Penelitian ini muncul untuk memberikan gambaran atau analisis bagaimana masyarakat di Desa Penglipuran, Bali bisa mempertahankan adat istiadatnya juga bisa melewati tantangan-tantangan yang ada seperti

modernisasi, pariwisata massal, dan potensi degradasi budaya lokal dengan memberlakukan hukum adat yang sudah ada sejak lama. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi dan dokumentasi sebagai bentuk instrumen yang utama. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami fenomena melalui deskripsi yang kaya dan terperinci (Creswell, 2014). Pendekatan ini sangat relevan untuk bisa memberikan analisis mengenai pengalaman penulis selama berkunjung ke Desa Penglipuran Bali tanpa melibatkan wawancara ataupun kuisioner melainkan mengobservasi secara langsung keadaan yang ada dan fenomena-fenomena yang terjadi di sana.
Hasil dari kegiatan ini diharapkan bisa memberikan Gambaran atau Analisa yang detail kepada pembaca mengenai hukum adat yang berlaku di Desa Penglipuran Bali serta fungsi dari hukum adat tersebut sehingga bisa menjadikan desa tersebut dikenal secara nasional maupun internasional, serta terjaga adat istiadatnya.
METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan menggali lebih detail dan mendeskripsikan pengalaman kunjungan atau observasi serta dokumentasi pada kunjungan ke desa Penglipuran Bali. Pendekatan ini dipilih oleh penulis karena kualitatif memunculkan pemahaman yang lebih kompleks mengenai fenomena yang sedang diamati tanpa harus melibatkan pengukuran kuantitatif (Creswell, 2014). Dengan demikian

penelitian ini memiliki cakupan Teknik pengumpulan data, sumber data, cara analisis data, juga prosedur validasi data yang dijabarkan secara mendetail sebagai berikut:
1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdapat dua metode yaitu dengan observasi dan dokumentasi:
a. Observasi: observasi ini dilakukan secara langsung pada saat peneliti mengunjungi desa Penglipuran yang berada di Bali. Peneliti mengobservasi secara detail suasana, kegiatan, serta informasi yang ada dilokasi. Observasi ini juga dilakukan untuk bisa mendapatkan informasi detail mengenai hukum adat serta bagaimana warga setempat memberlakukan hukum adat sehingga desa tersebut kental akan adat, agama, dan budaya. Pendekatan ini bersifat non-partisipan yaitu peneliti tidak ikut terlibat pada aktivitas yang ada di Lokasi, namun peneliti mengamati dan mencatat temuan apa saja yang ada di Lokasi (Marshall & Rossman, 2016).
b. Dokumentasi: pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan data seperti foto, video serta catatan tulisan selama peneliti mengobservasi Lokasi. Foto dan video digunakan peneliti untuk mendukung narasi dari hasil penelitian, sementara catatan tertulis digunakan  peneliti  untuk  merekam

informasi yang tidak bisa direkam secara visual.
2. Sumber data pada penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder:
a. Data Primer: data primer merupakan data yang di dapat langsung dari observasi yang dilakukan oleh peneliti di lokasi tepatnya di Desa Penglipuran, Bali. Informasi ini berupa deskripsi tempat, lokasi, aktivitas atau kegiatan masyarakat dan keunikan yang ada disana.
b. Data Sekunder: Data sekunder berasal dari literatur terkait seperti buku, artikel ilmiah, dokumen- dokumen resmi, serta publikasi mengenai desa Penglipuran Bali. Sumber-sumber ini digunakan peneliti untuk memberikan konteks yang lebih detail an mendalam pada hasil observasi yang dilakukan peneliti.
3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang mempunyai tujuan guna menjelaskan aau menggambarkan secara terperinci hasil observasi dan juga dokumentasi. Proses analisis memiliki beberapa Langkah, yakni:
a. Pengorganisasian Data: Data yang telah dikumpulkan dengan cara observasi dan juga dokumentasi ditata atau disusun dengan sistematis berdasarkan  Lokasi,

waktu, kegiatan yang dilakukan di desa Penglipuran Bali.
b. Koding Data: Data yang didapatkan		dikategorikan berdasarkan topik utama, seperti fungsi	hukum	adat, pengimplementasian hukum adat, tantangan warga local dalam menjaga adat di Desa Penglipuran.
c. Interpretasi Data: pada penelitian ini, peneliti menganalisis berdasarkan kerangka teori juga literatur-literatur yang berkaitan dan relevan guna mendapatkan hasil analisis yang jelas dan mendasar mengenai hasil dari observasi yang dilakukan.
d. Penyusunan Narasi: hasil dari interpretasi data ditata atau disusun bentuk narasi yang bisa memberikan gambaran temuan secara detail dan komprehenif.
4. Uji Validasi Data

Validasi data dilakukan dengan triangulasi data yakni memberikan perbandingan hhasil observasi, dokumentasi juga informasi dari literatur-literatur yang digunakan peneliti. Hal ini dilakukan untuk isa memastikan validitas atau konkret nya data yang didapat peneliti.
5. Analisis Korelasi

Walaupun penelitian ini dilakukan tidak dengan pendekatan kuantitatif, namun analisis korelasi perlu dilakukan untuk bisa memahami adanya hubungan antara tema yang diambil, yakni:

Korelas antara hukum adat dengan desa Penglipuran Bali. Peneliti mengeksplorasi bagaimana hukum adat itu bekerja di Lokasi tersebut sehingga masyarakat bisa menjaga kearifan lokal dan budaya yang ada sehingga warga setempat bisa mengatasi tantangan yang ada seperti moderisasi, pariwisata massal, dan potensi degradasi budaya lokal dengan memberlakukan hukum adat yang sudah ada sejak lama. Korelasi antara hukum adat dan wisata desa Penglipuran Bali dlakukan untuk melihat bagaimana hukum adat itu bekerja di suatu masyarakat.


HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Kelompok DPL
[image: ]

Gambar 1 . Kelompok 9 DPL Bapak Ibrahim Fikma Edrisy, S.H, M.H.
Kelompok 9 merupakan kelompok mahasiswa yang dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), yaitu Bapak

Ibrahim Fikma Edrisy, S.H, M.H. sebagai akademisi yang memiliki latar belakang hukum. Bapak Ibrahim Fikma Edrisy, S.H, M.H mempunyai pengelaman yang sangat luas khususnya dibidang Hukum, baik dalam kajian akademis maupun praktis. Memiliki gelar Sarjana Hukum(SH), Magister Hukum (MH), beliau dikenal sebagai sosok dosen yang memiliki komitmen dalam hal membimbing mahasiswa agar mahasiswa tidak hanya memiliki pemahaman tentang teori hukum, akan tetapi mahasiswa juga bisa memiliki kemampuan dalam menerapkan ilmu hukum dalam situasi praktis.
Dalam melakukan kegiata lapangan, bapak Ibrahim Fikma memberikan instruksi kepada mahasiswa untuk bisa menjalankan tugas dengan sifat professional dan lebih terstruktur. Selain itu, beliau juga mendorng para mahasiswa untuk bisa mengembangkan kemampuan analitis dan kritis yang dipraktikan melalui pengamatan atau observasi secara langsung dan diskusi yang aktif. Dengan bimbingan bapak Ibrahim Fikma kelompok 9 didorong untuk memanfaatkan metode penelitiaan kualitatif dan dokumentasi dengan lebih teliti dan mendetail tentunya sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku.
Berperan sebagai DPL, Bapak Ibrahim Fikma dikenal sebagai sosok yang sangat inklusif dan mendorong kolaborasi antar anggota kelompok yang mana hal ini dapat menciptakan kegiatan kerja yang lebih harmonis, kompak dan tentunya produktif. Hal ini tntunya memengaruhi hasil kerja yang lebih baik. Kelompok 9 dalam arahan Bapak Ibrahim

Fikma memiliki kontribusi yang bukan hanya berfokus pada kegiatan lapangan akan tetapi juga berfokus pada Upaya untuk bisa membangun pemahaman yang mendetail mengenai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan hukum dan sosial serta tentunya memiliki korelasi yang relevan dengan kegiatan kunjungan yang dilakukan di desa Penglipuran Bali. Pendekatan ini tentunya memberikan pemahaman tentang nilai-nilai keilmuan yang telah ditekankan oleh bapak Ibrahim Fikma yakni nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab serta nilai-nilai lainnya yang di implementasikan dalam aspek pekerjaan.


1. Desa Penglipuran, Bali
[image: ]

Gambar 2. Desa Penglipuran, Bali

Desa Penglipuran merupakan desa yang berada di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa Penglipuran ini

berada diketinggian 500 hingga 625 meter di atas permukaan laut dan dengan suhu udara yang sangat sejuk juga memiliki suasana yang amat asri. Berdasarkan data administrative, desa ini menghimpun luas area 112 hektar yang terdiri dari 5,5 hektar pekarangan, 45 hektar hutan bambu, serta 21,5 hektar lahan pertanian, kemudian sisa nya adalah hutan vegetasi dan pemukiman masyarakat setempat (Muliawan, 2017).Penglipuran mempunyai beberapa makna etimologis diana makna pertama berasal dari kata Pengling Pura yang memiliki maksud atau makna tempat untuk bisa mengenang para leluhur. Adapun versi lainnya yang memaknai Penglipur Lara yang mempunyai arti tempat untuk menghibur raja yang sedang bersedih hati. Kemudian Adapun versi Pangling Pura yaitu memiliki makna tempat yang suci yang dilalui dalam sebuah perjalanan religious atau spritiual (Muliawan, 2017).
2. Pemberlakuan Hukum Adat
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Gambar 3. Prasasti Kerjasama Bali dengan Bank Daerah Bali
Hukum	adat	yang	berlaku	di masyarakat desa Penglipuran akan memberikan

Gambaran mengapa desa tersebut masih sangat kental akan budaya dan religious.
a. Dasar Hukum Adat
Dengan berlandaskan falsafah Tri Hita Karana yang memiliki makna harmoni manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan) serta nilai-nilai Sad Kerthi yang berarti enam bentuk penyucian: jiwa, laut, hutan, air, udara, dan manusia). Hukum adat di Desa Peglipuran Bali dikenal dengan sebutan awig-awig yang memiliki makna aturan tertulis dan tidak tertulis yang telah diturunkan secara turun temurun di dalam bermasyarakat (Wijaya, 2022).
Awig-Awig bukan semerta- merta hanya sebuah aturan biasa, akan tetapi merupakan hukum adat yang bisa mengatur berbagai aspek kehidupan warga setempat seperti kewajiban, larangan-larangan juga sanksi yang diberikan apabila melanggar aturan (Putu Lulu, 2024).
Contoh dari awig-awig yaitu larangan untuk berpoligami dimana apabila hal ini dilanggar pelaku akan diberikan sanksi sosial yaitu dikucilkan di masyarakat serta tidak diperbolehkan mengikuti upacara adat. Selain itu, awig-awig ini juga memiliki peran dalam menegakkan konsep Tri Hita Karana yang memiliki makna Keharmonisan antara individu dengan

Tuhan, Manusia, serta lingkungan alam (Dinas Kebudayaan,2025).

b. Cara Hukum Adat Diberlakukan
Penerapan Kolektif: dimana seluruh warga masyarakat wajib untuk mematuhi awig-awig seperti aturan dalam penerapan tata ruang desa, larangan berpoligami, aturan untuk gotong royong juga aturan tentang tata cara dalam melaksanakan upcara keagamaan (Qolby, 2019).
Sanksi Adat: Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya diberikan sanksi secara materi, melainkan ada sanksi sosial atau kasepang (dikucilkan) dari masyarakat yang bersifat berat bagi warga yang melanggar (Sukadana, 2021).
Keterlibatan Desa: Lembaga adat di desa Penglipuran mempunyai otorias yang sangat luas dan mat penting dimana Lembaga tersebut mengatur berjalannya pelaksanaan upacara keagamaan, tata cara dalam perkawinan juga prosesi kematian dan bahkan menangani berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat setempat. Lembaga adat ini memiliki tanggung jawab guna memastikan segala aturan adat (awig-awig) bisa dipenuhi dan diberlakukan dengan baik (Putra, I. N. K., & Mandey, I. W, 2016).
3. 
Peran Hukum Adat dalam Menjaga Kearifan Lokal
Ada beberapa peran dari Hukum Adat dalam menjaga kearifan lokal di desa Penglipuran, yaitu:
a. Pelestarian Budaya: dimana digambarkan dengan arsitektur rumah yang seragam, pola tata desa juga larangan merusak hutan bambu di desa Penglipuran. Pola tata desa yang disusun dengan rapi mulai dari bagian atas hingga ke area hilir desa, dengan susunan rumah yang menyesuaikan kontur tanah secara bertingkat, mencerminkan penghormatan mendalam terhadap lingkungan sekitar. Larangan keras terhadap perusakan hutan bambu di sekitar wilayah desa menjadi salah satu upaya	untuk		menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mempertahankan	nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bambu sebagai bahan utama pembuatan dinding dan atap rumah menjadi simbol penting warisan arsitektur yang harus dilestarikan melalui pelindungan sumber daya alam tersebut (Margaretha. G, 2023).
b. Religiusitas: Nilai Religiusitas masyarakat Desa Penglipuran tampak jelas melalui pelaksanaan seluruh ritual keagamaan yang selalu mengikuti ketentuan hukum adat setempat, sehingga mampu

melestarikan ajaran Hindu Bali secara berkelanjutan. Warga desa menjaga tradisi leluhur dengan melaksanakan upacara keagamaan di pura-pura suci seperti Pura Penataran dan Pura Puseh, yang dilengkapi dengan pertunjukan tari sakral seperti Tari Baris Jojor dan Baris Bedil. Tari-tarian ini memiliki makna teologis yang mendalam sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan dan leluhur. Upacara tersebut secara rutin dijalankan, termasuk ritual Ngusaba yang dilakukan sebagai persiapan menyambut Hari Raya Nyepi, serta sembahyang yang diadakan secara berkala setiap 15 hari sekali, semua diwariskan turun-temurun oleh para tetua adat (Instiki, 2021).
c. Ketahanan Sosial: Gotong royong, yang dalam tradisi Bali dikenal dengan istilah "ngayah," merupakan wujud konkret dari solidaritas sosial yang terus dipertahankan oleh masyarakat Desa Penglipuran. Dalam tradisi ini, seluruh warga desa secara sukarela turut berpartisipasi dan bekerja bersama dalam beragam aktivitas desa tanpa mengharapkan imbalan, demi kepentingan bersama. Kelancaran setiap kegiatan desa sangat bergantung pada keterlibatan dan kerjasama seluruh anggota masyarakat, yang

mencerminkan	nilai-nilai kekeluargaan dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun- temurun (Bobo.Id, 2018).
d. Ekowisata Berkelanjutan: Tata letak desa diatur secara rapi untuk menjaga keseimbangan antara area permukiman, hutan, dan lahan pertanian. Masyarakat setempat juga menerapkan sistem pengelolaan sampah yang ketat dengan memisahkan sampah organik dan anorganik guna mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Selain itu, warga secara rutin melakukan kerja bakti bersama untuk memastikan kebersihan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Pendekatan ini menjadikan Desa Penglipuran tidak hanya lestari dalam hal kebudayaan, tetapi juga ramah lingkungan sekaligus mampu memberikan tambahan pendapatan melalui pengembangan ekowisata yang berkelanjutan (Fathorrahman, F, 2020).

4. Dampak Hukum Adat Pada Kehidupan Modern Masyarakat Desa Penglipuran
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019, yang berisi tentang desa adat, maka posisi hukum adat di desa tersebut semakin kuat dan bersifat legal formal.

Kemudian, hukum adat yang diberlakukan memberikan dampak dimana hukum negara dan hukum adat berjalan secara berdampingan yang dicerminkan dimana negara memberikan pengakuan bahwa adat merupakan dasar hidup warga setempat.
Selain itu, dampak dari hukum adat yang diberlakukan di Bali menjadikan desa Penglipuran Bali sebagai ikon global ekowisata berbasis adat yang terkenal baik secara nasional maupun internasional.hal ini dpaat dilihat dari contoh integrtasi hukum dat dengan Pembangunan modern (Suparta Iga, 2024).
ANALISIS DAN PERBANDINGAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh peneliti, eksplorasi yang didapat melalui kunjungan ke Desa Penglipuran Bali memberikan pemahaman bagaimana desa ini bisa menjadi desa yang iconic baik di nasional maupun interasional khususnya karena des aini masih sangat menjaga adat istiadat dan budaya. Hal ini dapat terjadi karena adanya hukum adat yang berlaku yang dikenal dengan awig-awi.
Hukum adat ini mengatur kegiatan bermasyarakat disana sehingga sifat religious, adat, juga budaya masih sangat terjaga. Dengan diberlakukannya sanksi dan juga tertulis dalam peratura daerah maka hukum adat yang berlaku menjadi legal formal sehingga masyarakat sangat amat menjaga perilakunya. Apabila dibandingan dengan beeberapa desa yang ada

di Indonesia, maka perbedaan dapat terjadi karena tidak adanya hukum adat yang berlaku juga undangundang yang mengatur yang menyebabkan masyarakat desa setempat bisa melanggar aturan-aturan yang ada.


SIMPULAN

Penelitian ini berhasil memberikan analisis secara detail mengenai wawasan dan pengalaman dari kunjungan atau observasi yang dilakukan di Desa Penglipuran Bali. Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti mengambil Kesimpulan bahwa hukum adat memang sangat diberlakukan dan dijaga di desa tersebut, bahkan tertuang dalam peraturan daerah provinsi Bali. Hal ini menyebabkan hukum adat sangat kuat sifatnya dan legal.
Dapat dilihat efek dari diberlakukannya hukum adat di desa tersebut, menjadikan desa Penglipuran Bali sebagai desa yang dikenal baik secara nasional maupun internasional yang kental akan adat istiadatnya. Ini juga berkaitan dengan ekonomi wisata provinsi Bali, dengan dikenalnya Desa Penglipuran Bali, mengakibatkan banyaknya wisatawan yang datang dan hal ini meningkatkan perekonomian provinsi Bali.
Garis besar yang dapat diambil dari fenomena desa Penglipuran Bali ialah pentingnya menjaga adat istiadat. Dengan menjaga adat istiadat, keberlangsungan hidup dalam bermasyarakat akan terlaksana dengan baik, tentram dan damai. Selain berkaitan dengan masyarakat setempat, hal ini tentunya memberikan efek yang baik bagi perekonomian

provinsi. Dilihat lebih jauh, hal ini juga memberikan efek yang lebih besar pada negara Indonesia.
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